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Abstrak
 

Maraknya interaksi yang melewati batas-batas negara serta meningkatnya hubungan hukum yang berupa

perkawinan campuran, membawa potensi namun juga permasalahan-permasalahan hukum. Salah satu

permasalahan hukum yang muncul adalah terkait dengan hak Warga Negara Asing (WNA) atas tanah, baik

yang berasal dari harta benda perkawinan maupun pewarisan. Di Indonesia, pengaturan mengenai harta

benda perkawinan dengan unsur asing masuk ke dalam bidang status personal. Sedangkan hukum warisan

tidak termasuk status personal, meskipun kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI) yang tidak tertulis juga

menunjuk hukum nasional dari si pewaris. Dengan menelaah kasus-kasus yang ada di Indonesia, tulisan ini

akan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, khususnya terkait dengan

tanah yang merupakan objek harta benda perkawinan dan pewarisan dengan unsur asing. Hal tersebut,

membuka peluang bagi WNA untuk memiliki tanah hak milik di Indonesia lebih daripada jangka waktu

yang ditetapkan di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria.

......The multitude of interactions that cross countries' borderlines and the increasing numbers of legal

relationships in terms of mixed marriages generate both advantages and legal complications. One of the

legal difficulties that emerged is related Foreign Citizens’ right upon land ownership derived from marital

property or inheritances. In Indonesia, the regulations regarding marital properties are included within the

qualification of personal status. However, the inheritance laws are not included within the qualification of

personal status as well, but the unwritten principle of Private International Laws also refers to the testator’s

national law. This research will show that the implementation of Article 21(3) of Law No 5 of 1960

concerning Basic Agrarian Principles still requires further clarification, primarily related to the lands that are

the object of marital properties and inheritance with foreign elements. That matter becomes the loophole for

foreigners to possess land ownership rights in Indonesia that surpasses the maximum period regulated in

Article 21(3) of Law No 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles
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